Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Cianjur, 15 November 1995, umur 25
tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK :
2171085511950001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxx
XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di KOTA BATAM., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Batam, 02 Mei 1993, umur 27 tahun, jenis
kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK
2171020205939002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November
2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 18
November 2020 dengan register perkara Nomor 1816/Pdt.G/2020/PA.Btm,
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah secara
agama pada tanggal 15 Januari 2018 di rumah keluarga Penggugat di
Tiban, dan menikah pada tanggal 09 Mei 2018 dihadapan Pegawai
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXX
xxxxX, sesuai Akta Nikah Nomor : 0362/31/V/2018, tertanggal 09 Mei 2018;

2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1
(Satu) orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, lahir
di Batam, 23 Oktober 2018, umur 2 tahun (akta lahir terlampir);

3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Maret 2019 keadaan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan
tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat adalah ;

a. Bahwa Tergugat tidak pernah mendidik dan mengajak Penggugat
ke dalam urusan agama dan Tergugat juga tidak pernah terbuka kepada

Penggugat dalam urusan keuangan;

b. Bahwa Penggugat beberapa kali melihat Tergugat berkomunikasi
dengan wanita lain, dan hal tersebut dilihat Penggugat di hp dan sosial

media Tergugat;

C. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan dan ketika
di tegur oleh Penggugat untuk menghentikan kebiasaan nya tersebut,
Tergugat malah memukuli Penggugat hingga Penggugat mengalami luka
lembam bahkan Penggugat pernah mengalami pecah gendang telinga

akibat pemukulan yang di lakukan oleh Tergugat;

d. Bahwa Tergugat setiap terjadi keribuatan dengan Penggugat,
Tergugat selalu memaki Penggugat dan menyebutkan tidak bahagia
menikah dengan Penggugat, di karenakan Penggugat sering melarang
Tergugat untuk pergi ketempat hiburan malam, dan Tergugat juga sering
mengungkit pekerjaan masa lalu Penggugat ketika sebelum menikah
dengan Tergugat dan menyebut Penggugat dengan sebutan pelacur;
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6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi 16 September 2020 di karenakan, Tergugat
kembali melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat seperti meninju
kepala Penggugat, bahkan hal tersebut di lakukan Tergugat di hadapan anak
hingga anak tersebut terjatuh di lantai, hanya karena Penggugat merasa
terganggu tidurnya saat Penggugat dan anak sedang menonton tv,
sedangkan Tergugat sudah tidur dari malam hingga siang hari, dan sejak
saat itu Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi dengan semua perlakuan
Tergugat, dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, lalu Tergugat
pergi dari rumah sampai sekarang, dan pada tanggal 16 Oktober 2020,
Tergugat datang ke rumah kediaman Penggugat dalam keadaan mabuk dan
marah-marah kepada Penggugat bahkan mengancam akan balas dendam
hingga akan mensengsarakan hidup Penggugat, dan Tergugat juga bertindak
kasar ketika Penggugat berusaha untuk menghindari amarah Penggugat
dengan mencoba untuk keluar rumah membawa anak, dan Tergugat
mencengkram tangan Penggugat hingga mengalami luka memar;

7 . Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat,
namun tidak berhasil;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir
bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap
Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan
rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat
berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat

adalah bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa, 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan masih
membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh
karenanya mohon Pnggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara
atas anak tersebut;
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10. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh
(Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena :
a. Bahwa Penggugat mengurus paspor anak. Namun, Penggugat

mendapat kesulitan dan untuk pengurusan surat-surat lainnya;

b. Apabila tidak ada Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari
Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama
Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, 23 Oktober 2018, umur
2 tahun (akta lahir terlampir) kepada Penggugat, maka paspor anak
tersebut tidak bisa di proses ;

c. Dan Mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya;

d. Bahwa beberapa hari belakangan ini Tergugat telah melarang dan
menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak, di
karenakan Penggugat pernah menitipkan anak kepada pengasuh yang
memang dari awal selalu di percaya Tergugat dan Penggugat untuk
mengasuh anak sewaktu Penggugat dan Tergugat pergi bekerja;

e. Bahwa dalam Pasal 105 point a Kompilasi Hukum Islam yang
berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur
12 tahun adalah hak ibunya

11. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut

dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak;

12. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan
bersedia membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Agama Batam cqg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara,
dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak Penggugat dan
Tergugat, lahir di Batam, 23 Oktober 2018, umur 2 tahun (akta lahir
terlampir) berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut
dewasa;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171085511950001, atas nama Nevi
Selviani Dewi (Penggugat), yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx
XXXxX, pada tanggal 01 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0362/31/V/2018 tanggal 09 Mei 2018,
atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXX XXXxX, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-25022019-0120 atas
nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tanggal 27 Februari
2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen
serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

XXXXXXXXXX, tempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
kakak kandung Penggugat.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada
tanggal 09 Mei 2018 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah
tangga di kota Batam;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai
seorang anak ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak bulan Maret 2019
rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat sering mabuk, Tergugat sering ke tempat hiburan malam,
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Tergugat sering melakukan komunikasi dengan wanita lain dan Tergugat
sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
Oktober 2020 ;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;

- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan
damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak
mau rukun lagi dengan Tergugat;

- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang saksi
ketahui anak Penggugat dengan Tergugat tersebut pada saat ini berada
dan tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa selama bersama Penggugat anak tersebut kelihatan sehat dan

terawat;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi
anak tersebut;

- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik, dapat dipercaya,
tidak boros dan tidak mempunyai penyakit masyarakat;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

XXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KOTA BATAM., di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
teman Penggugat.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada
tanggal 09 Mei 2018 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah
tangga di kota Batam;
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- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai
seorang anak ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu
rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat sering mabuk, Tergugat sering ke tempat hiburan malam
dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan
yang lalu ;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;

- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan
damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak
mau rukun lagi dengan Tergugat;

- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang saksi
ketahui anak Penggugat dengan Tergugat tersebut pada saat ini berada

dan tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa selama bersama Penggugat anak tersebut kelihatan sehat dan

terawat;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi
anak tersebut;

- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik, dapat dipercaya,
tidak boros dan tidak mempunyai penyakit masyarakat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang
pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada
segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan
gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat
diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat pada psoita nomor 5;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas
gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa
hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap
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mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap
mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya
dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti
kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat
sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena
perkara ini masalah perkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan
hukum perseorangan ( personal recht ) dimana suatu pengakuan baru
dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani
wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta
autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan sesuai dengan
aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa
Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh
karenannya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif,
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 15 Januari 2018, yang telah tercatat di Kantor Urusan
Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXX XXXXX, hal mana relevan dengan dalil
yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
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pada tanggal 15 Januari 2018, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama
(KUA) XXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXX XXXXX, hal tersebut sesuai dengan ketentuan
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pengugat dengan
Tergugat mempunyai 1 ( satu ) orang anak kandung, bernama Anak
Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, 23 Oktober 2018, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu
SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka
sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat
menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah pada tanggal 15 Januari 2018 dan telah tercatat di Kantor Urusan
Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXX XXXXX;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di xxxx
XXXXX;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering
mabuk, Tergugat sering ke tempat hiburan malam, Tergugat sering
melakukan komunikasi dengan wanita lain dan Tergugat sering melakukan
KDRT terhadap Penggugat;

--Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang
lebih 1 (' satu) bulan yang lalu ;

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;
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- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang saksi
ketahui anak Penggugat dengan Tergugat tersebut pada saat ini berada dan

tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa selama bersama Penggugat anak tersebut kelihatan sehat dan

terawat;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi

anak tersebut;

- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik, dapat dipercaya,
tidak boros dan tidak mempunyai penyakit masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun, dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah
rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil
syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis
sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Sllo lgzmg il axs Sl &) @ae ana 11 ils
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Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu
dengan talak satu”;

2. Kitab Figh Al-Sunnah juz Il halaman 290 sebagai berikut :

whicl o I, a>g )l ainn uoladl s alges s 1519

on e miandl plgs axe GlUaw Yoo sliuVl OlSe ,z9ll

adll lgalls Lagin TloYl o (mioldll s 5 Logllial
aisly

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal
yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak
untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil
mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai gugat
Penggugat juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang
hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama
Fera Lika Agustina binti Muhammad Toha, lahir di Gresik pada tanggal 16 Juni

2011 umur 9 (sembilan) tahun ;
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Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat terjadinya
perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (innerlijke samenhang) dan hukum
acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu,
pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara
kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkenaan dengan
hak asuh dimaksud Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatanannya
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.3, serta telah menghadirkan
2 (dua) orang saksi dan terhadap bukt- bukti tersebut, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti P. 3, telah terbukti dari pernikahan
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak ketiga
Penggugat dan Tergugat bernama Fera Lika Agustina binti Muhammad Toha,
lahir di Gresik pada tanggal 16 Juni 2011 umur 9 (sembilan) tahun, dalam
kategori anak belum mumayiz;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menyatakan orang tua berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah
anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali
bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh pertama oleh
Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu kemudian oleh Ayah, dan seterusnya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang
ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang
yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
rahimahullah dalam kitab Majmu’ al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil
alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak
dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak.
Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui
kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan
mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu
lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang
mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan
syari'at;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits
Rasulullah SAW, sebagai berikut Hadits dari Abdullah bin Umar R.A, dalam
Kitab Fighussunnabh, jilid Il, halaman 339:

sleg al cailos OIS 132 il O alll Jgawb < 810l o

yosio af jiiy ail ogul o 9 claw o) g tlg> o) s =g

xS wllo a gl el : Jlas,

Artinya;

Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah,
anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari
pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW
menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin
dengan laki-laki lain. ( HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim );

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di
atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
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Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadanah atau pemeliharaan anak
Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu
kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat
dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang
terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat
tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam
memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut,
namun tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut
untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan penggugat agar hak hadanah atau pemeliharaan dua
orang anak masing-masing bernama Fera Lika Agustina binti Muhammad Toha,
lahir di Gresik pada tanggal 16 Juni 2011 umur 9 (sembilan) tahun, tetap berada
pada Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasar apa yang telah dipertimbangkan di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat
dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan tergugat tersebut di
bawah hadhanah Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah
kandung untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayang terhadap
anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai
pemegang hadhanah (hak pengasuhan anak), maka kepada Penggugat diberi
dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak
pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
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Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Batam pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah
oleh Dra. Raudanur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan
Hj. Ela Faigoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Marwiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Dra. Hj. Yusnimar, M.H. Dra. Raudanur, M.H.
Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H
Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag.

Perincian biaya :
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- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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=
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp315.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp_6.000,00
Jumlah : Rp431.000,00
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